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Abstrak
 

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada ketentuan

Pasal 37 sebagai bentuk pembatasan terhadap prosedur perubahan sedangkan menyangkut pembatasan

substansi materi muatan terlihat belum diakomodasi dengan baik. Konstitusi Republik Indonesia baik dalam

pelaksanaan maupun perubahannya menunjukkan diperlukannya urgensi pembatasan materi muatan. Dalam

perubahan pertama hingga keempat masih belum maksimal dalam menerapkan paradigma serta hakikat dari

konstitusi itu sendiri. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan perubahan yang dilakukan belum menunjukkan

pelaksanaan prinsip konstituen rakyat secara konsisten yang diwarnai dengan kepentingan politik jangka

pendek, perdebatan mengenai bentuk perubahan, dan kepentingan mengubah prinsip fundamental yang

terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan perbandingan konstitusi

pada beberapa negara lain diperlukan sebagai salah satu sumber referensi sehingga diperoleh pengaturan

yang sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat (living constitution) sehingga perubahan materi

muatan yang tidak seharusnya dapat dikurangi di masa mendatang. Pembatasan secara substantive

unamendabillity expilicit dipandang efektif namun terlihat masih minim dalam penerapannya yaitu hanya

terdapat dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) terhadap bentuk negara kesatuan tidak dapat diubah. Lebih dari

itu beberapa prinsip yang menjamin tegaknya konstitusionalisme yaitu prinsip kedaulatan rakyat, prinsip

demokrasi dan prinsip negara hukum harus tetap diperhatikan dalam perubahan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945.

......Amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia are based on the provisions of Article 37

as a form of procedural limitation of changes, while restrictions on the substance of the material content

have not been accommodated properly. This can be seen from several provisions resulting from the

amendments that have not shown the implementation of the principle of the people's constituents

consistently, which are colored by short-term political interests, debates on the form of change, and interests

in changing the basic principles contained in the constitution. Comparison of constitutions in several other

countries is needed as a reference so that regulations are obtained that are in accordance with the values that

live in society (living constitution). Substantive unamendability explicit is considered effective but is still

minimal in its application. Article 37 paragraph (5) is the only form of explicit substantive unamendability

limitation, namely that the form of a unitary state cannot be changed. However, more than that, several

principles that guarantee the upholding of constitutionalism, namely the principle of people's sovereignty,

the principle of democracy and the principle of the rule of law, must still be considered in the amendments

to the Constitution of the Republic of Indonesia.
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